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Perkembangan sistem informasi akuntansi (SIA) belum dapat dimanfaatkan para 
aparatur daerah dalam mengella keuangannya dengan baik.Maka dari itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur daerah dan pemahaman SIA 
berpengaruh terhadap pengunaan SIA.Metode penelitian dalam penelitian ini adalah 
penelitian survei yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur daerah 
dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi 
akuntansi.Populasi penelitian ini adalah SKPD Kota Padangsidimpuan yang berjumlah 30 
SKPD.Pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner dan analisis data dilakukan dengan 
menggunakan uji regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kedua variabel bebas 
(kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi) terhadap variabel 
terikat (penggunaan sistem informasi akuntansi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua 
variabel bebas (kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem  informasi akuntansi) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD 
Kota Padangsidimpuan. Hal ini diindikasikan oleh hasil F hitung< F tabel (0,368 < 3,354), 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,695 yang lebih besar dari 0,05. Kesimpulan penelitian ini 
adalah kedua variabel independen (kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem 
informasi akuntansi) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 
akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan. 







Reformasi memunculkan suatu 
fenomena baru dalam sejarah pemerintahan 
Indonesia yaitu dengan lahirnya kebijakan 
otonomi daerah.Otonomi daerah 
memberikan ruang yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah dalam mengelola 
pemerintahannya.Maka dari itu, pemerintah 
daerah harus mampu menciptakan 




administrasi publik (Afiyah. 2009).Hal 
tersebut dimaksudkan agar daerah dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintah dalam rangka 
pemberian pelayanan kepada masyarakat 
dan pelaksanaan pembangunan. 
Sejalan dengan pelaksanaan 
otonomi daerah,  sistem pengelolaan 
supremasi hukum, penataan ulang 
pemerintahan serta reformasi sistem 
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keuangan daerah yang baik difokuskan 
untuk mengelola dana secara desentralisasi 
dengan transparan, efisien, efektif, dan 
dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal 
tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas 
melalui suatu inovasi sistem akuntansi. 
(Bastian, 2007:2) 
Saat ini Organisasi sektor publik 
termasuk pemerintah dihadapkan dengan 
tekanan untuk menjadi lebih efisien dalam 
memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya 
sosial, serta dampak negatif atas aktivitas 
yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut 
menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat 
diterima dan diakui sebagai ilmu yang 
dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan 
publik.Akuntansi sektor publik pada 
awalnya merupakan aktivitas yang 
terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif 
kecil. Namun demikian saat ini akuntansi 
sektor publik sedang mengalami proses 
untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih 
dibutuhkan dan substansial keberadaannya 
(Mardiasmo, 2002). 
Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 
disebutkan bahwa sistem akuntansi 
pemerintahan merupakan rangkaian 
sistematik dari prosedur, penyelenggara, 
peralatan, dan elemen lain untuk 
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi 
pemerintah. Laporan keuangan itu pada 
akhirnya dapat menjadi suatu informasi 
untuk mengukur dan menilai kinerja 
pemerintah daerah.Dalam menjalankan 
sistem informasi akuntansi ini harus 
dibarengi dengan teknologi informasi yang 
memadai  serta  sumber daya  manusia yang 
berkompeten dalam menjalankan. Ini sangat 
terkait dengan kompetensi yang terdiri atas 
pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, 
serta faktor etika para pelaku sehingga 
dapat memenuhi tujuan penganggaran dan 
lebih luasnya formulasi kebijakan fiskal 
yang berorientasi kepada publik (Afiyah, 
2009). 
Aparatur daerah berperan menyusun 
anggaran dan menjalankannya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan.Dalam 
menyusun dan menggunakan anggaran ada 
sistem didalamnya yaitu sistem 
akuntansi.Sehingga, berjalannya sistem itu 
diukur dari kompetensi pelaksana dan 
pemahamannya terhadap sistem itu sendiri 
serta bagaimana pemerintah menjadikan 
sistem itu menjadi suatu informasi yang 
diperlukan secara akurat, relevan, tepat 
waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. 
Sistem informasi akuntansi lebih 
difokuskan pada penggunaan komputer 
dalam berbagai aktivitas yang berkaitan 
dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi, 
penyediaan informasi keuangan bagi 
manajemen dalam pengelolaan 
organisasi.Diterapkannya sistem informasi 
akuntansi ini oleh pemerintah diharapkan 
dapat meminimalisasi terjadinya 
ketikakuratan dalam penyediaan informasi 
keuangan serta mencegah terjadinya 
keterlambatan dalam  memberikan 
pelayanan serta pelaporan keuangan. Pada 
akhirnya, sistem informasi akuntansi akan 
menghasilkan output berupa pelaporan 
keuangan yang dalam hal ini pelaporan 
keuangan daerah yang dapat mencerminkan 
kinerja keuangan daerah. Laporan keuangan 
merupakan tolak ukur kinerja suatu 
pemerintahan. 
ISSN 2541-657X Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ) 





Dalam menyusun laporan keuangan 
ada sistem yang diciptakan untuk 
mengaturnya.Sistem itu sendiri adalah 
sistem akuntansi.Sistem ini diciptakan agar 
nantinya terciptalah suatu informasi yang 
berupa laporan keuangan yang dapat 
menggambarkan kondisi keuangan serta 
kinerja dari suatu daerah.Sistem informasi 
akuntansi ini juga sangat berperan penting 
dalam menciptakan laporan keuangan yang 
berpernyataan wajar tanpa pengecualian 
(WTP) yang berarti Pemerintah tersebut 
telah mampu menyusun laporan 
keuangannya sesuai dengan standar yang 
berlaku.Dalam organisasi sektor publik 
sistem informasi yang didukung teknologi 
dapat memberikan nilai tambah bagi 
organisasi jika didesain menjadi sistem 
informasi yang efektif, seperti sistem yang 
terkomputerisasi. Dengan adanya sistem 
yang terkomputerisasi, maka hal ini akan 
mampu meminimalisasikan ketidakakuratan 
dalam melakukan pencatatan ataupun 
penjurnalan. Tepat waktu dalam menyusun 
laporan keuangan juga diharapkan dapat 
tercapai setelah terciptanya  sistem 
informasi akuntansi tersebut. 
Sampai dengan saat ini, penilaian 
Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) 
terhadap laporan keuangan daerah 
menunjukkan bahwa laporan keuangan 
daerah itu masih jauh dari 
memuaskan.Penyebab buruknya kinerja 
Pemerintah Daerah kemungkinan 
dikarenakan oleh kompetensi yang masih 
kurang dalam menjalankan  sistem 
akuntansi pemerintahan daerah atau juga 
sistem informasi akuntansi yang dijalankan 
tidak dibarengi dengan perangkat memadai 
yang  mendukungnya.  Apabila  hal tersebut 
yang terjadi, maka akan sangat sulit bagi 
pemerintah daerah untuk menciptakan 
pengelolaan keuangan daerahnya menjadi 
lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Maka 
dari itu, laporan keuangan yang nantinya 
akan disusun serta kandungan nilai 
informasi didalamnya sangat dipengaruhi 
oleh bagaimana kompetensi pihak yang 
terlibat serta pamahaman terhadap 
keseluruhan sistem itu sendiri dalam 
menggunakan sistem informasi akuntansi. 
Kajian Teori 
a. Kompetensi Aparatur 
Kompetensi jabatan aparatur 
daerah berarti kemampuan yang harus 
dimiliki seseorang aparatur pemerintah 
daerah berupa pengetahuan, ketrampilan, 
sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugasnya (Aruan .2003). 
Menurut Hartojo Putro (dalam 
Aruan.2003) wujud kompetensi antara lain 
dapat dilihat dalam bentuk-bentuk 
kemampuan : 
1) Memahami paradigma pembangunan 
yang relevan dalam upaya mewujudkan 
good governance dan mencapai tujuan 
bangsa; 
2) Merumuskan kebijakan program dan 
kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, 
dan strategi yang ditetapkan; 
3) Memahami dan menetapkan prinsip- 
prinsip governance secara serasi dan 
terpadu; 
4) Memahami dan menjelaskan keragaman 
social budaya lingkungan dalamrangka 
peningkatancitra dan kinerja organisasi; 
5) Mengaktualisasikan kode etik PNS 
dalam peningkatan 
profesionalitas,moralitas, dan etos kerja; 
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6) Melaksanakan keseluruhan kegiatan 
pengelolaan kebijakan dan program 
termasuk pelaporan 
pertanggungjawabannya; 
7) Menyiapkan dan atau mengambil 
keputusan dalam rangka pelaksanaan 
pengelolaan kebijakan dan atau 
pelayanan sesuai dengan 
tanggungjawabnya, dan 




Bloom (dalam Esya.2008) 
memasukkan kategori pemahaman 
(comprehension) kedalam klasifikasi ranah 
kognitif. Klasifikasi itu disusun secara 
hirarkis mulai dari tafar yang paling rendah 
ke yang paling tinggi, yaitu : (1) 
pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman 
(comprehension), (3) penerapan 
(application), (4) analisis  (analysis), 
sintesis (synthesis), dan evaluasi 
(evaluation). Selanjutnya Bloom 
mengklasifikasin kategori pemahaman 
menjadi tiga, yaitu : pertama translation 
atau terjemaham, kedua interpretation atau 
interpretasi dan yang ketiga adalah 
ekstrapolation atau ekstrapolasi. 
Pengertian pemahaman yang sedikit 
berbeda dikemukakan oleh Leahey dan 
Harris (dalam Esya). Dalam bukunya 
dikatakan bahwa pemahamam tidak hanya 
berarti stimulus semata, tetapi sesuatu yang 
muncul dari hasil interaksi stimulus dan 
pemikiran yang aktif serta memori 
seserang.Lebih lanjut dikatakan pada 
pemahaman, suara (sounds, listening) atau 
bacaan (letters, reading) dirasakan 
kemudian diuraikan ke dalam berbagai  arti, 
dan digunakan sebagai informasi di dalam 
mental dictionary dan synthetic structure 
dari kata-kata tersebut.Dalam 
mengkonstruksikan arti dari seluruh kata- 
kata, satu schemata pengetahuan 
berdasarpada seluruh pengetahuan yang 
didapat dari teks yang dibaca. Informasi 
yang diperoleh dari beberapa orang 
(phometic, lexical, synthetic, pragmatic) 
diproses secara parallel selama proses 
pemahaman berlansung. Akhirnya dalam 
bukunya dikatakan bahwa pemahaman 
meliputi suatu proses yang bersifat top- 
down dan bottom-up. Pemahaman 
dikatakan sebagai suatu proses yang 
beraneka segi. Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman meliputi 
translation,  interpretation, dan 
extrapolation.Aspek pemahaman dalam 
taksonomi termasuk kawasan kognitif, 
sehingga pengukuran aspek pemahaman 
dapat menggunakan tes kemampuan. 
c. Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem informasi akuntansi adalah 
sekumpulan   komponen   yang   terdiri dari 
:(sumber : http://id.journal.uii.ac.id diakses 
23 Maret 2012) 
a. Orang-orang yang mengoperasikan 
sistem tersebut dan melaksanakan 
berbagai fungsi. 
b. Prosedur-prosedur, baik manual 
maupun yang terotomatisasi, yang 
dilibatkan dalam mengumpulkan, 
memproses, dan menyimpan data 
tentang aktivitas-aktivitas organisasi. 
c. Data tentang proses-proses bisnis 
organisasi. 
d. Software yang dipakai untuk 
memproses data organisasi. 
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e. Infrastruktur teknologi informasi, 
termasuk komputer, peralatan 
pendukung (peripheral device), dan 
peralatan untuk komunikasi jaringan. 
Sistem informasi akuntansi (SIA) 
adalah kumpulan sumberdaya, seperti 
manusia dan peralatan yang diatur untuk 
mengubah data menjadi informasi (Bodnar 
dan Hpwood dalam Astuti.2008).Sistem 
informasi akuntansi pada pemerintah daerah 
disebut sistem informasi keuangan daerah 
(SIKD). 
METODE PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan dan 
rumusan masalash, penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 
populasi yang digunakan adalah seluruh 
SKPD yang berada pada Pemerintah Kota 
Padangsidimpuan yang berjumlah  30 
SKPD. Sampel penelitian ini adalah kepala 
SKPD selaku pejabat pengguna anggaran 
atau Sekretaris/Kepala Tata Usaha selaku 
PKPA (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran) 
dari setiap SKPD. Pertimbangan dalam 
pemilihan sampel tersebut karena Kepala 
SKPD atau Sekretaris/Kepala Tata Usaha 
memiliki kewenangan dalam pengelolaan 
anggaran penerimaan dan belanja daerah 
(APBD) dimana mereka terlibat mulai dari 
merencanakan sampai pelaksanaan 
anggaran, sehingga dalam hal ini 
mengharuskan mereka memiliki 
kompetensi serta pemahaman sistem 
informasi akuntansi dalam penggunaan 
sistem informasi akuntansi. 
Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 
primer.Jenis data yang digunakan berupa 
jawaban responden yang diperoleh melalui 
penyebaran       kuisioner.Adapun      teknik 
analisis data adalah menggunakan merode 
statistic dengan menggunakan SPSS. 
HASIL 
 
a. Uji Hipotesis 
 
Untuk pengujian hipotesis dilakukan 
Uji t dan Uji F. Uji t digunakan untuk 
menguji signifikansi sejauh mana variabel- 
variabel independen secara parsial mampu 
menjelaskan variabel independen, 
sedangkan uji F untuk menguji signifikansi 
secara simultan. 
1. Uji t 
Pengujian atas hipotesis 1 dan 
hipotesis 2 untuk melihat pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen, 
dapat dihitung dengan menggunakan uji 

















































tant) 6 1 4  
KPT ,009 ,131 ,070 ,944 
PMS -,101 ,118 -,165 -,854 ,401 
a. Dependent Variable: PGS 
Sumber ; Output SPSS 
2. Uji F 
Pengujian atas hipotesis  3 
digunakan untuk melihat pengaruh variabel 
independen     secara     simultan    terhadap 
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variabel dependen, dapat dihitung dengan 
menggunakan uji statistik F. Berikut ini 






















1 Regre 85,530 2 42,765 ,368 ,695a 
ssion    
Resid 3134,3 27 116,087 
ual 36  
Total 3219,8 29 
67 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 




Dari hasil persamaan regresi linear 
berganda dapat dilihat bahwa variabel 
kompetensi aparatur daerah tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Penggunaan 
Sistem informasi Akuntansi pada SKPD 
Kota Padangsidimpuan. Dengan kata lain 
hipotesis 1 ditolak karena nilai signifikan 
yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yakni 
0,944. Hasil penelitian ini selaras dengan 
penelitian     Indriasari     (2008)  yang 
menyatakan bahwa kapasitas sumber daya 
manusia tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Ketidaksignifikanan ini mungkin 
disebabkan  kondisi  kapasitas  sumber daya 
manusia di subbagian akuntansi/tata usaha 
keuangan yang belum 
mendukung. Keselarasan juga terjadi pada 
penelitian Sukmaningrum (2012) yang 
menyatakan bahwa kompetensi sumber 
daya manusia tidak berpengaruh terhadap 
kualitas informasi laporan keuangan.Dalam 
penelitian Afiah (2009) juga dijelaskan 
bahwa kompetensi aparatur  daerah 
memiliki pengaruh yang sangat lemah 
terhadap penggunaan sistem informasi 
akuntansi.Hal ini disebabkan karena 
beragamnya latar belakang pendidikan yang 
dimiliki oleh aparatur daerah, yang berarti 
aparatur daerah kurang  memiliki 
pendidikan dan pengalaman yang memadai 
dalam bidang akuntansi.Dalam penggunaan 
sistem akuntansi pemerintahan, aparatur 
daerah dituntut untuk memiliki dan 
meningkatkan kemampuan atau keahlian 
bukan hanya dalam metode atau 
teknik.Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi aparatur daerah tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan Sistem 
informasi Akuntansi pada SKPD Kota 
Padangsidimpuan. 
Untuk variabel pemahaman Sistem 
informasi Akuntansi diperoleh nilai 
signifikan 0,401 yang lebih besar 0,05. 
Artinya hipotesis 2 ditolak dan dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman Sistem 
informasi Akuntansi tidak memiliki 
pengaruh terhadap penggunaan Sistem 
informasi Akuntansi pada SKPD Kota 
Padangsidimpuan. Hasil penelitian ini 
selaras dengan penelitian Tuasikal (2008) 
yang menyatakan bahwa  pemahaman 
sistem     akuntansi     keuangan tidak 
berpengaruh terhadap pengelolaan 
keuangan unit satuan kerja pemerintah. Hal 
ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem 
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informasi akuntansi aparatur daerah belum 
memberikan makna yang berarti dalam 
mendorong penggunaan sistem informasi 
akuntansi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.Terdapat sejumlah faktor 
yang menyebabkan keadaan seperti ini. 
Kurangnya pendidikan dan pelatihan 
mengenai sistem informasi akuntansi 
merupakan salah satu penyebab rendahnya 
pemahaman mengenai sistem informasi 
akuntansi. Kemampuan personal aparatur 
daerah tentunya juga turut mempengaruhi 
penggunaan informasi akuntansi dengan 
pemahaman yang dimiliki oleh aparatur 
daerah.Keberadaan infrastrukur teknologi 
yang baik juga menjadi faktor yang 
mendorong pelaksanaan penggunaan sistem 
informasi akuntansi. 
Dari hasil pengujian hipotesis Uji F 
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,695 dan 
nilai F hitung sebesar 0,368. Nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung lebih 
kecil dari nilai F tabel (0,368 < 3,354), maka 
dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
tidak ada pengaruh kompetensi aparatur 
daerah dan pemahaman sistem informasi 
akuntansi terhadap penggunaan Sistem 
informasi Akuntansi pada SKPD Kota 
Padangsidimpuan. Aparatur  daerah 
berperan menyusun anggaran dan 
menjalankannya untuk pelayanan publik 
dan pembangunan.Dalam menyusun dan 
menggunakan anggaran ada sistem 
didalamnya yaitu sistem 
akuntansi.Sehingga, berjalannya sistem itu 
diukur dari kompetensi pelaksana dan 
pemahamannya terhadap sistem itu sendiri 
serta bagaimana pemerintah menjadikan 
sistem itu menjadi suatu informasi yang 
diperlukan secara akurat, relevan, tepat 
waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. 
KESIMPULAN 
 
Kompetensi aparatur daerah tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap penggunaan 
Sistem informasi Akuntansi pada SKPD 
Kota Padangsidimpuan, pemahaman sistem 
informasi akuntansi(PMS) tidakmemiliki 
pengaruh terhadap penggunaan Sistem 
informasi Akuntansi pada SKPD Kota 
Padangsidimpuan, dan kompetensi aparatur 
daerah dan pemahaman sistem informasi 
akuntansi secara simultan  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan Sistem informasi Akuntansi 
pada SKPD Kota Padangsidimpuan. 
 
Saran 
Adapun keterbatasan dan saran 
penelitian pada penelitian ini adalah: 
1. Agar dapat meningkatkan kompetensi 
dan pemahaman sistem informasi 
akuntansi pada aparatur daerah, maka 
sebaiknya diberikan  program 
pendidikan dan pelatihan yang akan 
mendorong peningkatan  kompetensi 
dan pemahaman sistem informasi 
akuntansi aparatur daerah, sehingga 
aparatur daerah dapat bekerja lebih 
optimal, yang tentunya melalui hal ini 
diharapkan mendorong penggunaan 
sistem informasi akuntansi yang baik 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan peneliti menambah jumlah 
responden agar hasil penelitian ini lebih 
dapat memberikan gambaran tentang 
pengaruh kompetensi dan pemahaman 
sistem informasi akuntansi terhadap 
penggunaan sistem informasi akuntansi. 
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